
LAPORAN KINERJA
INSTANS! PEMERINTAH

(LKj iP)
TAHUN 2018

INSPEKTORAT DAERAH
K.ABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kamr panjatkan kehadirat Allah atas Ridho-Nya

sehingga Laporan Krnerja lnslansi Pemennlah (LKllP) lnspektoral Daerah

Kabupaten Purbalrngga Tahun 2018 telah dapat disusun.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan

pelaksanaan dari Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas

Kinerja lnst8nsi Pemerintah dimana setiap pelaksanaan kegratan dan

hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh instansr pemenntah dapat

dipertanggunglawabkan kepada masyarakal

Kami mengucapkan terima kasrh kepada semua prhak yafig

telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga

seluruh kegiatan lnspektorat Kabupaten Purbalingge dapat terlaksana

dengan baik. Terima kasih kami sampaikan pula kepada semua prhak

yang telah membantu sehingga LKIIP inidapat tersusun pada waktunya

Akhrrnya kami berharap semoga LK]IP ini dapat digunakan

sebagai bahan evaluasr bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga

kami mendapal masukan guna peningkatan Kinerja lnspeklorat di waktu

yang akan datang.

Purbalingga. Januari2019
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AAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan terseienggaranya Goo(i Govemance telah diterbitkan

TAP MPR Nomor X|/MPR/1988 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyetEnggara

Negara yang Bor6ih dan B€bas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai lindak lanjut

dari produk hukum tersebut l6lah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20't4

tontang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

ferselengqaran'ia God Govemance merupakan prasyarat utama uniuk

mcwujudken aapira8i masyarakat dalam m6ncapai tujuen pembangunan. Oalam rangka it'J

dipedukan pengembangan dan p€nerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

dan nyata sehingga ponyelenggaraan kep€merintehan dan pembangunEn dapat

berlangsung secara lebih b€rdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab,

bebas dari kolusi, korupgi dan nepotisme.

B. LANDASAT{ HUXU

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) lnsp€Korat Daerah Kabupaten

Purbalingga tahun 2018 ini disusun berdasarkan pada :

1 PP STEhun 2006, tentang PelaporEn Keurngan den KinerjE lnstansi Pemerintah.

2- PP 40 Tahun 2005, tenteng Tala Cara Penyusunan Rencarna Pembangunan Nasional.

3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian d8n Evaluasi

Pelaksanaan Roncana Pembangunan Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tshun 20'14 teriang Sistem Akuntabilitas Kineqa lnstansi

P6merintah (SAKIP).

5. lnstruksi Presiden STahun 2004, tentang Percepatan Pemb€rantasan Korupsi.

6. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, tenteng Juknis Penyusunan P€rjanjian

Kinerla, Pelaporan Kin€rja lnstansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu alas Penetapan

Kinerja.

7. Peraturan Deerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 20'16 tentang Pembenlukan

dan Susunan Porangkal Daerah Kebupaton Purbalingga.

8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 lentsng Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsr serta Tala Kerja lnspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan di8usunnya Laporan K€rja Instansi P€morintah (LKjlP) lnsp€Korat

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi lnspeklgrat Daerah Kabupaton

Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA lnspeKorat Oaerah

Kabupaten Purbalir€ga.



2. S€baoai acuan untuk [Erencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam

perencanaan kerja tahun mendatang.

3. Sebagai bukti akuntabrlitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang

wahu I (satu) tahun.

D. XEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

'l. Struktur Organiea8i dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraluran Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahui 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Daerah

Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa lnsp€ldorat Oaerah Kabupaten Purbalingga

adalah unsur Pengewas Penyclenggaraan Pemorintahan Daerah di bidang Pcngawasan

yang dipimpin ol€h soorang lnspektur yang dalam melaksanakan tugasnya

benanggungjawab kepada Bupati melalui Sekds.

Susunan organisasi lnspektorat Deerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

a. lnspeklur

b. S€krgtariat Terdrn dari :

1) Sub Bagian Perencanean

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3) Sub Bagian Administrasidan umum

c. lnspeRur Pembantu WilEyah I

d. lnspeKur Pembantu Wilayah ll

e lnspektur Pembantu Wilayah lll

f. lnspektur Pembantu Wilayah lV

g Kelompok Jabatan Fung8ronal

Sekretariat dipimFin ol€h Seorang Sekr€laris yang berada di bawah dan

bertarBgungjawab kepada lnspektur. Ma8ing - masing lnspeHur Pembantu Wlayah

adalah ungur pelaksana pengawagan ponyelenggaraan pemerintehen daerah di wilayah

dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lnspektur. Masing-

meGing Sub. Bagran dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian, yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepsda Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan lnsp€ktorat Daorah dapat ditetapkan

menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok

jabatan fungsional terdid dari sejumlah orang tenaga fungsional yang terbagi dalam

kelompok seSuai dengan bidang keahliannya.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

lnspeklur mempunyai tugas membar,lu Bupati dalam membina dan mengitwasi

pelaksanaan urusan pemerintahon yeng menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan oleh perangkat daerah. lnspektorat Daerah mempunyar fungsi :

a. Perumusan kebrjakan teknis bidang pengawaoan dan fasilit.si pengawasan;

b. Pelaksanaan perEawasan inlemal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, p€mantuan dan kegiatan p6ngawa6an lainnyai

c. Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;

d. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupali;

e. Penyusunan pelaporan hasil pengawasani

f. Pengorganisasrsn dan pcnanganan tindak lanjut pongawasan;

g. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan

pemerintah dasrah dan desa;

h. Pelaksanaan administrasi lnspektorat Oaerah;

i. Pelaksanaan fungsikedhasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pajabat

Struktural dan Fungsional lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Jumlah Pegawai

Kualif ikasi Pendidikan

- Pasca Sariana / S 2

- Sarjana S 'l

- Diploma lll / Sarmuda

. SLTA / SMA

- SLTP

40 orang

Pangkat dan Golongan

- Pembina Utama Muda / lV c

- Pembina Tk. I / lV b

- Pembina / lV a

- Penata Tk. I / lll d

- Penata / lll c

- Penata Muda Tk. l/ lll b
- Pengatur Muda / lll a

' Pengalur Tk. I / ll d

- Pengatur / ll c

- Pengatur Muda Tk. I / ll b

7 orang

26 orang

2 orang

4 orang

1 orang

I orang

7 orang

2 orang

1 1 orang

7 orang

3 orang

5 orang

't orang

1 orang

- orang



Pengatur Muda ll / ll a

Juru Tk. l/ld
Juru/lc

3 oEng

- orang

- orang

Jumlah Penjabat Struhural dan Fungsional

- Pejabat StruKural

- Pojabat Fungsionel Auditor

- Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana

Pembsgian Staf

1. Sub Bagian Program dan Perenc€naan

2. Sub Bagian Evaluasidan Pelaporan

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

- Tanah : 1

- Alat-Alst Besar 2

- Alat-Alat Angkutan : 20

- Alat Bongkel dan Alat Ukur : 3

- Alat Pertanian : 1

- Alat Kantor dan Rumah Tangga 212

- Alat Studio dan Alat Komunikasi : 5

- Alat Laboratorium : 8

- Bangunan Gedung ; E

- lnstalaEi : 3

- Jaringan : 1

- Buku dan Perpustakaan : 30

- BaEng bercorak k€budayaan : I

- Hewan temak dsn t€Iraman : 'l

8 orang

20 orang

12 o.atr€

0 orang

5 orang

7 orang

4

bldang /1.890 m2

buah

unit

unit

unit

untt

unit

unit

unil

unit

unit

buah

buah

unit

Jumlah 296 unit / bh

E. PER]f,ASALAHAN UTA A (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI

lsu-i8u Strategis berdasa an tugas dan fungsi lnspektorat adalah kondisi atau hal

yang harus dipertatikan kargna dampaknya yang drgnifikan di masa depan. Suatu kondisi

atau kejadran yang menjadi rsu strategas adaiah keadaan yang apabila tidak diantEipasi

akan menimbulken kerugian yang lebih b€sar atau apabila tidak dimanfadkan akan

menghilangkan peluang untuk moningkatkan layanan keFda masyarakat dalam jangka

Panjang.



Berdasarkan identifikasi permasalahan s6rta memperhatikan analisis t€rkait dengan

tantangan dan peluang, fddor pendorong dan penghambat, sBrta hal-hal yang berkaitan

dengan perencanaan pembangunsn jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu

skategis lnspeKorat Oaerah Kabupaten Purbaftngga adalah .

1. Pongawasan Prioritas Nasional, meliput P€nyerapan Anggaran Desa, dan

P€meriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang te.akomodir dalam kegtatan

pengarwa6an rutin/regul0r.

2. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah

(oPD).

3. B6lum op(imalnya penerapan Sistem Pengendalian lntem Pemerintah (SPIP) dijajaran

SKPD,

4. Upaya perc€patan level kapabilitas APIP sesuaiGrand Design Peningkatan Kapabilitas

APIP yang tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor 5 Tahun 2015.

5. Penegakan lntegritas, melalui kegiatan Ponanganan Laporan Greliflkasi, Monev Aksi

Pencegahan Korupsi, Verifrkasi Pelaporan RAD PPK, Verifikasi LHKASN,

Pembangunan Zona lntegritas, dll

6. Kualitas SAKIP Kabupaten Purbalingga yang masih relatif rendag dengan nilai CC.

F. SISTE'IATIKAPENULISAN

Laporan Kin9rjs lnstansi Pemerintah (LKjlP) lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

disugun dengan sistematiks sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A- LATAR BEI-AKANG

B. LANDASAN HUKUM

C, MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKJ iP

D, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

E, PERMASALAMN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI

F. SISTEMATIKA PENULIS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 201&2021

B, PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian rni di8ajikan gsmbaran singkat mengenai sasaran slrategis,

indikator kinorja, target, program dan kegietan sorta anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KII{ERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B, REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAI{PIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAANSTRATEGIS

t. RENCANA STRATEGTS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Renc€na Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintEgrasi datam sist€m

akuntabrlitas kin6rja instansi pemerintah. RENSTRA lnsp€ktorat Kabupaton

Purbalingga Tahun 2016 - 2021 mengacu kepada RPJMO Tahun 2016 - 2021, dimana

berisi tujuan, sasaran, program, indiketor kinerja utama, indiaktor kinerja program gerta

kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan

substan3i RPJMD Kabupaton Purbalingga damaksud. Rcnstra lnspektorat Daerah

Kabupaten Purbalingga merupakan pedoman bagi seluruh lembaga yang

menyelenggaraken €ngawasan pelaksanEan urusan dan kegiatan pny€longgaraan

pemenntah daereh Kabupaten Purbalingga,

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ;

"PURBALINGGA YANG TIANDIRI DAN BEROAYA SAING ENUJU

trASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK f,ULIA"

Untuk mewujudkan visi tersebut dratas telah dirumuEkan garis{aris besar kebijaksD

yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. M€nyelenggarakan pomerintahan yang profesional, eflsien, efektif, bersih dan

dBmokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada

masyarakat

2. Mcndorong kehidupan masarakat religius yang b€riman dan bertaqwa kehadirst

Allah SWT 86rta mongembangkan pahsm kebangsaan guna mewujudkan rasa

aman dan tentram dalam masyarakat yang b€rda8ar pada realitas kebhinekaan

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia ut6manya pangan dan

Pepan sBcara layak

4. Msningkatkan kualitas sumb€rdaya manu6ia ulamanys m6lalui p€ningkatan

d€rajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakst

5. M€mpsrcepat p€rtumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mcndorong

simpul-Eimpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,

perdagangan, jasa, pariwisata, induslri kreatif dengan tetap beroriantasi pada

kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan pcnciptaan

iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inve8tasi dan penciptaan lapangan

keria

6. Mewujudkan kawaaan perkotaan dan perdesaan yang sohat dan menarik untuk

melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat,

yang didukung dengan psnyediaan intrasruktur /sarana prasarana wilayahan

yang memadai.



7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hrdup.

Sedangkan penjabaran oparasional untuk mgncapai Visi dan Mi6i

Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 201&2021 tersebut ditslspkan

Prioritas Kabupat€n, yaitu :

1. Perwuludan Landasan/Fundamental yang kokoh unt'lk pelaksanaan

PembarEunan

a. Tata Kelola Pamarintahan yang baik dan bersih

b. Mendorong Terciptanya kehidupan yang religiousJagamis, serta

mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat

c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan

papan)

2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan

a. Pilar pembangunan kualitas manusE (utamanya m€lalui pelayanan

pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan b€rkualitas)

b. Pilar Pembangunan P€desaan

c. Pilar P€mbangunan Ekonomi Kerakyatan

d. Pilar Penyediaan lnfrastruktur

3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan

4. DukurEan Sektor-seKor Pembangunan Lain secara sinergis

SebagEi bagian drn Pemerintah Daerah Kabupalcn Purbalingga , lnspektorat

Daarah Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Mi6i

Psrtama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Protesional, Efisien, Ef6ktif,

Bersih dan Demokratis sahingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada

masyarakat.

2. INDIKATOR KINERJA UTA A(IKU)

lndikator Kiner,a Utams (lKU) lnspektorat Daer6h Kabupaten Purbalingga

ditotapkan dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/299 Tahun 2018

tentang Perubahan Keputusan Bupali Nomor 060/331 Tahun 20'17 tenteng Penelapan

lndikator Kin€rja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

a. NilaiMaturitas SPIP

b. Level Kapabilitas APIP.

c. Persentase tindaklanjut LHP.

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS.

lndikator Kinerja dan target kinerja tshunan sebagaimana tertuang dalam

dokumen P€rubahan Renstra lnspeRorat Oa€rah Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :



Tul€n Saaaran lndlkrtor
SGr]!n

T.?g!t Kimrrr s.t.nn

2018 ,,lg
Terwujudnya
penyelenggaraan

Fmerinlahan
yang efeklif,
eflsien dan
akurtabel

Msningkatnya
kualitas
pengawasan
penyelenggaraan
p€merinlahan.

1) Nilai
Maturilas
SPIP,

2) Level
Kapabilitas
APIP

3) Persentase
tindaklanut
LHP

1) Nilai 2

2) Lcvel 3

31 70 oh

1) Nilai 3

2) Level 3

3) 70 o/o

Tabal 2.1.
lndlkator Sllaran Inlpektor.l Kabupatcn Pu.b.llngg. Tahun 2016.2021

B. PERJAIIJIAN KINERJA 2018,

Perjanjian Kine4a pada dasamya adalah lembar/ dokumen yang berisikan

ponugasan dan pimpinan in8tansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk m€laksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pperjanjian kine4a merupakan komilmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang hendak dicapai berdaEarkan tugas, fungsi

dan wewsnang serta sumber daya yang leG6dia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun b€rsangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan lahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang dip€4anjikan juga msncakup outcome yetE dihas ken derj.

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, gehingga teMujud kesinambungan kin€rja setiap

tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan antegritas, skuntabilrlas, transparansi, dan kinerre Aperatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar ponilaian keberhasilarvk€gagalan poncaparan tuiuan dan sasaran

organisasi dan sebagal dasar pemberian Penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pgmberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas parkembangan/ kemajuan kineria penerima amanah.

5 Sebagai dasar dalam penctapan sasaran kinerja pegawai.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeKit transparan

dan akuntabol s€rta berori€ntasi pada hasil, lnspektu. lnEpektorat Da€rah Kabupatgn

Purbalingga pada Tahun 2017 telah melakukan Perianjian Kinerja dengan Bupati

Purbalingga untuk mewujudkan targ€t klnorja sesuai lampiran pe4anjian ini.

Guna mewujudkan krnerja yang telah diperjanjikan, maka lnspektorat Oaerah

Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas)

kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 7.050.310.000,00 yang

tc.diri dari Belonja Tidak Langsung sebcsar Rp 4.135.539.000,00 dan Bclan a Langsung

sebesar Rp 2.914.771 .000,00.

Set€lah melalua berbagei tahapan, dengan msmpertimbangkan berbagai laktor

pendukung telah diletapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan disepekati antara lnspektur

lnsp€klorat Daerah Kabupaten Purbalingga d€ngan Kepala Dasrah Tahun 2018, yaitu

sebagai berikut '

Sasaran lndikator Kinerja Target

Meningkatnya kualitas pengawasan
peny6lenggaraan pemerintahan.

a. Nilai Matuntas SPIP Level 2
b. Level Kapabilitas

APIP
Level 3

c Persentase
tindaklanjut LHP

700

Program:

1. Program Penguatan Kelembagaan Porangkat Oaerah Rp 825.020 000

2. Program Pengawasan Pemenntahan dan Pembangunan Bp-2.489J5'L409

Jumlah Rp 2.9'!4.771.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

I. PENGUKURAN KINERJA DAN A ALISIS KINERJA

Akuntabilitas kine4a dapat diartikan sebagai kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan secaE transparan mengenai keberhasilan atau

kegagaian dalam pencapran tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak

yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah

kegiatan membandingkan tingkat kineda yang dicapai dengan standar,

rencana, atau tanget dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimakEudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinarja guna membankan gambaran tentsng kob€rhasilan dan

kegagalan pencapaian lujuan dan sasaran organisasi. Sesuai d€ngan amanat

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 ternang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pem€rintah, pengungkapan informasi

kine.ja 6aat ini .elevan dengan p€rubahan parldigm penganggaran pemerintah

yang ditetapkan dengan mengid€ntmkasikan sec€ra jelas keluaran (odput) den

setiap kegiatan dan hasil (oulcolre) dari sotiap program. Pengukuran kinerje

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra lnsp€norat Oa€rah

Kabupaten Purbalingga. Pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan kinerja

program merupakan hasil da kinerja-kinorla seluruh kcgiatan. Adapun

pengukuran kinerja kegiatan, diukur berdasarkan masukan, keluaran dan hasil

yeng didepat dari suatu kegiaian.

Analisis p€nc€paian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan

keterkaitsn pencapaian kinela kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi,

tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renc€na Strategis

(Renstra). Pemerintah Kabupaten Purbalhgga m6laksanakan analisis dan

evallrasi kinerja dengan memperhatikan cepaian indikator kinerja untuk

melengkapi informasi yang dihasilkan delam pongukuran kineria dan digunakan

untuk perbaikan kinerja den peningkatan akuntabilitsE kinerja. Analisis dan

evaluasi kinorja t€rsebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan



meneliti faKa-fakta yang ada baik b€rupa kendala, hambalan maupun informasi

lainnya.

Kinerja lnspeKorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

tergambar dari c€paian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan,

sobEgeimana telah dit6tqpken delem dokumen Tspkin tahun 2017.

Penghitungan capaian krnerja kegiatan sebagaimana mongacu pada Petunjuk

Teknis Perjanjian Krnerja, Pelaporan Kineria dan Tala Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah se6uai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Predikat nrlai capaian kinerjanys dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal sebagai berikut :

Tab€|3.1 Skala Nilai Peri Kine

s55 K Berhasil

Pada tehun 2018, lnspeKorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah

melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjaniian Kine4a lnspektur lnspeKorat Daerah Kabupaten

Purbalinggs Tahun 2018 terdapat 1 (8atu) sassran str8tegE y8ng hsrus

diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

SASARAN STRATEGIS ; MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Untuk rnerEukur cepaian kirE{ia p6da sasaran dimaksud, md(a dilakukan pengukurdn

kinorja sebagai benkut

No
lnterval Nilar

Realisasi Kineria
Krit€ria Penilaian Realisasi

Kineria
1 > 100
2 75 s.d 100

Sangat Berhasil
Berhasil

55sd75 Cukup Berha6il
4.
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Level 1 2 2 100

Level 2 3 100
Meningkatnys
k'ralitas pengarYasa
penyelenggal-aan

Pemerintah

Nilai
MaturitEs

SPIP

Level
kapabiliEs

P€rsentase
Tindaklanjut 70% 74,690/0 't 06 0/"

n6-rtGrFhrl(o.rts TTT

Trbsl 3.2.
C.pslan l(inarja Srt.ran lndlrtor Kinsda I

Nil.i .turitas SPIP

Dari Tabel 3.1 di atas, pencapaian atas lndikator Kineda t tama (lKU)

lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dr tahun 2018 menunjukken rata -
rata capaian kinerja sebesar 99,86 persen atau kategori Sangat Berhasil.

Penjelasan atas capaian masing-masing indicator kinerja yang telah

dicapai lnspeKorat Daemh Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah :

l. Nilal aturitas SPIP

Penilaian tingkat mgturitas dihkukan dengan pendekatan kuantatatif dari 25 fokus

maturitas yaitu :

Tabel 3.3.

NO. UNSUR SPIP JU LAH FOKUS ATURITAS

1 LingkurBan P€ngendalian I
2Penilaian Resiko

Kegiatan pengendalian 11

4 lnformasi dan Kornunikasi 2

Pemantauan

tildrptl
A&

Cgti

67yo

100%

106%



NO. UNSUR SPIP JU LAH FOKUS IATURITAS

Jumlah 25

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikal sesuai dengan nilai

akhir untuk ma6in9-masing focus penilalan d€ngan gradasi sebagai bgrikul :

Tab6l 3.4

TII{GXAT ATURITAS XLASIFIKASI ITILAI INTERVAL NILAI

Bolum Ada 0 Nilai < 1.0

1 1,0 s Nilai < 2,0

Berkembang 2,0 < Nilai < 3,0

Terdefinisi 3 3,0 < Nilai < 4,0

Terkelola dan terukur 4 4,0sNilai<4,5

Optimun 5 Nilai > 4,5

Rir isan

Tingkat maluritas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun

2017 bercda pada level 'rintisan" dengan nilai maturitas sebesar 1,898 atau

berada pada Level 1.

Sesuai rekomendasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah,

untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, dari level 'Rlntilan"

menjadi level "Berkembano" (lev6l 2)dan menuju l€v€l 'tTord€flnisi" (lGvel 3) ,

make pada tahun 2017 lnspektorat bersama OPD ted(ail lainnye telah

melak8anakan kegiatan yang dapat menaikkan b€berapa parameier penilaian

SPIP yang skornya masih r€ndah, anlara lain sebagai berikut :

a. Menyusun Aturan Perilaku (Kode Etik) Pegawai yang diletapkan seca.a

formal ol6h Bupati ( Peraluran Bupati Purbalingga nomor 32 Tahun 20'17

tentang Kode Etik ASN di Lingkung8n Kabupaten Purbaltngga.

b. Melaksanakan sosialisasi Aturan Porilaku (Kod€ Etik) Pegawai.

c. Menyusun Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daelah dan telah

diletapkan sec€ra formal oleh Bupati (Peraturan Bupati Purbalingga Nomo.

116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilian Risiko pada Perangkat Darah).



d. Mensosialisasiken Pedoman Penilaian Risiko melalui websitc dan 6urat

edaran kepada OPD agar maEing-masing OPD bisa aegera melaksanakan

Penllaian Risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

e. Menyelenggarakan Bimtek dan Asistgnsi Penyusunan Dokumen Rencana

Tindak Psngendalisn (RTP) b€korjasama dengan BPKP Perwakilsn Provinsi

Jawa Tengah dalam rangka penerapan SPIP di masing-masing OPD.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 t€ntang Sistem

Pengendalian lrtem Pemenr(ah (SPIP) dan target level 3 yang tercartum dalam

RPJMN Tahun 201+20'19. maka Pemerintah Kabupaten Purbalingge dimrnta

agar melaksanakan penllaian maturjtas Penyelenggaraan SPIP Secara Mandiri

atau SA (se/ assesrronl) d€ngan menggunakan Adikasi Penrlaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP' (eSPlP.bpkp.go.id).

Tim Assesor lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah

melaksanakan Penilaian maluritas Penyelenggaraaan SPIP secara mandiri pada

bulan Agustus dd Nopcmber 2018 dengan molibatkan 10 (sepuluh) OPD di

lingkungan Pcmerinlah Kabupaten Purbalingga

Berdasar hasil pengrsian Burvei p€rsep6i secara online nilai maturitaa

SPIP Kabupaten Purbalingga telah mencapai nilai 3,291, namun selelah

diadakan p€ngujian bukti maturitas (kuesioner lanjutan, wawancara, reviu

dokumon dan observasi) nilai maturias SPIP Kabupaten Purbelinggga

menghasilkan nilai 2,883, dengan perincien sebagai berikut :

Tabel 3.5

No OPD Hasil Survey
Persepsi

Hasil Pengujian
Bukti (reviu

dokumen dll)

1 lnspeltorat 3,061 3,121 Level 3
2 Bappelitbangda 3,141 3,099 Level 3

Bakeuda 2.76 3,011 Level 3

4 BKPPD 2,7 3,009 Level 3
DPMPTSP 't,432 2,675 Level 2

6 Dindikbud 4,608 1,887 Level I

7 OKK 2,U6 3,181 Level 3

Nilai Maturitas SPIP

K6terangan



No OPD

Nilai Maturitas SPIP

KeteranganHasil Survey
Pers€psi

Hasil Pengujian
Bukti (reviu

dokumen dll)
I Dindukcapil 2,510 '1,037 Level 1

I Dinkominfo 3,402 2, 1 Level 2
10. Bag. Ortala 2,'t53 3,197 Level 3

Sumb€r : HasilP€ngujian Bukti Maturitas

Berdasar hasil pengujian buldi (reviu dokumcn) atas penyelenggaraan

SPIP, Oindikbud dan dindukcapil masih berada di l.vel 1 sehingge masih porlu

banyak perbaikan.

Pada tanggal 28 Nopember s/d tanggal 7 Desember 2018 Tim BPKP

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan kegiatan penjaminan

kualitas ( Qua/,ify Assurarc€/ QA) atas pelaksanean penilaian maturitas level

SPIP di Kabupaten Purbalingga, dengan hasil sebagai berikut :

a. Skor akhir hasilsurvai pendahulu8n : 3,29'l

b. Skor akhir hasil penilaian menurut Tim SA (Assesor) : 2,883

c. Skor akhir hasil penilaian menurul Tim QA :2,725

Terdapat perbedaan nilai antara tim Asesor lnsp€ktorat (2,883) dan tim

OA BPKP (2,725) dengan penjelasan bahwa adanya kasus OTT atas Bupati

Purbalingga berdampak pada penilaian beberapa sub unsur Lingkungan

Pengendallen SPIP, d6ngan perlnclan sebagai benkut :

Tabel 3.6

No Fokue Penilaian
Skor

menurut
agesor

Skor
menurut
Tim QA

Kelerangan

I
Unsur Lingkungan
Pengendalian

1 Pgnegakan lntegntas dan
Penegakan Etika

3 2

2 Komitmen Terhadap
Kompetensi

3

Ada ka6u6 OTT bupati
dimans Bupati tidak
membsrikan
ketauladanan
pelaksanaan aturan
perilaku



No Fokus Penilaian
Skor

menurut
asesor

Skor
monurut
]im QA

Kete.angan

3 Kepemimpinan yang
Kondusif

3 2 Ada kasus OTT atas
Bupati dimana Bupati
belum
mempertimbangkan
risiko dalam
pengaftbilan
keputusan.

4 Struktur Organisasr Sesuai
Kebutuhan

1 4

Delegasi Wewenang dan
Tanggung Jawab

3 3

6 Penyusunan dan
Pene.apEn Kebijakan yang
Sehattentang Pembinaan
SDM

3 3

7 Peran APIP Terhadap
Efektivitas SPIP

3 2 Ada kasus OTT atas
Bupali maka
lnspektorat belum
berperan dalam early
waming system dalam
peny€lenggaraan
pengawasan intem
pemerintah daerah.

Hubungan Kerja yang Baik
dengan lnstansi
Pemerintah Terkait

3

Sumber: Hasil Pengujian Bukti Maturitas

Ha8il OA Penilaian Maturitas penyslenggaran SPIP Kabupaten
Purbalingga tahun 2018 s€lengkepnya adalah Eobagai berikut i

Tabel 3.7

No Fokus Penilaian
Bobot
eh)

Klasifikasi
Nilai

Nilai

I LJnsur Lingkungan Pengendalian

I Penegak8n lntegritas dan
Psnsgakan Etika

3,75 2 0,075

Komitrnen Terhadap Kompatensi 3,75 3 0,113

3 Kepemimpinan yang Kondu6it 3,75 2 0,075

4 Struktur Organisasi Sesuai
Kebuluhan 3,75 4 0,150

5 D€l€gasl Wswsnang dan Tanggung
Jawab

3,75 0,'113

6 Penyusunan dan Penerapan
Kebiiakan yang Sehet tentang

3,75 3 0,'t 13



No Fokus Penilaian
Bobot
("ht

Kla6ifika6i
Nilai Nilei

Pcmbinaan SDM
Peran APIP Terhadap Elektivitas
SPIP

0,075
7

3,75 2

E Hubungan Kerja yang Baik dengan
lnstansi Pemerintah Terkait 3,75 0,1 13

II Penilaian Risiko
1 ldentilikasi Risrko 10 2 o,2w
2 Analisis Risiko 10 2 0,200

lll Unsur Kegiaten Pongondalian
,l Reviu Kinerja 2,27 3 0,068

Pembinaan SDM
Pengendalian atas Pengelolaan
Sistem lnformasi
Pongendalian Fisik atas Aset

0.068
3 2,27 3 0.068

4 0.068
Penelapan dan Reviu lndikator
Kinerja

3 0,068

6 Pemisahan Fungsr 2,27 3 0,068

7 Otorisasi Transaksi dan Kejadian
Penting

0,068

I Pencatatan yang Akurat dan Tepat
WEktu

2,27 3 0,068

Pembatasan Aksos atas Sumb€r
Daya dan Catalan

2,27 3 0,068

10 Akuntabilitas Penc€tatan dan
Sumber Oaya

2,27 0.068

1't Dokumentasi yang baik atas Slstem
Pengendalian lntem (SPl) serta
transaksi dan kejadian penting

2,27 3 0,068

IV Unsur lnformasi dan Komunikaei

1 lnformasiyang Relevan 5 3 0,150
0,1502 Komunikasi yeng EfeKif 5

Unsur Pemantauan

1 Pemenlauen Berkelanjutan 7,5 0,225
2 Evaluasi Terpisah 3 0,225

Jumlah Skor t00 2,?26

Sumber i Hasil Pengujian BuKi Maturites

M€ndasari Hasil QA dari Tim BPKP scbagrimana teIslbut diatas,

dengan nilai 2,725 maka tingkat maturtas SPIP Kabupaten Purbalingga berada

pade leyol2 (borkembang). SPIP pada tingkat berfiembang menunjukkan

bahwa Kabupatsn Purbalinggr t lah melaksanak.n prsklik psngsnd.llan

intlrn, namun pelaksanaan pengendalian intem belum didukung dongan



dokumanta6l yang balk dan pclalsanaannye asngEt torgantuno pada

individu, belum melibatkan remua unit organisasi. Efektlvttas pengondalian

belum dlevaluasl s6hingga banyak terladl kGlemahan yang belum ditanganl

Secara memsdai.

Oalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP dari level 2 (tingkat

berkembang) ke level 3 (tingkat terdelinisi), maka pedu dilakukan Etrategi

peningkatan kom men implementasi dan dokumentasi pengendalian intem

tarulama atas kegiatan unsur/sub unsur SPIP yang nilai maturitasnya

belum mencapai3 yaitu Llngkung8n Pengendallan dan Panilsian Rlgiko

yang nilainya baru mgncapai level 2.

Hambatan/Kendala dalam p€nc€paian target kinerja adalah

'l- Penilaian maturitas SPIP dan p€nyusunan dokumen Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) ates kogiatan utama OPD belum menjadi prioritss/

kurang mendapat perhatjan dari pimpinan OPD;

2. Belum semua OPD membentuk Satgas SPIP sehingga kegiatan SPIP dan

penyusunan dokumen RTP hanya dikerjakan oleh pejabaupegawai tertentu

saja;

3. Peiabat/pegawai yang telah mengikuti sosialisasi dan bimlek SPIP sebagian

telah mutasi ke OPD lain.

Adapun langkah - langkah strategis dalam rangka meningkatkan

capaian kinerja ke depan antara lain sebagaib€rikut:

a. Menyelenggarakan Pencanangan Pombsngunan Zone lntegrteg Trngkat

Kabupaten yang ditandai dengan Penandatangan Pakta lntegritas oleh

Bupali beserla saluruh jajarannya dengan disaksikan oleh Kemeririan/

Lembaga Pusat terkait antara lain dari Kemenpan-RB dan Ombudsman Rl.

b. Pengarahan dan sosialisasi hasil P€nilaian Penyelenggaraan SPIP

Kabupaten Purbalingga kepada pimpinan OPD oleh Plt. Bupati dan BPKP

Porwakilan Provinsi Jawa Tengah.

c. lmplementasi kegiatan Penilaian Risiko dan penyusunan dokumen Renc€na

Tindak Pengendalian (RTP) atas kegiatan utama pada masing-masing OPD

E€bagai salah satu buKi bahn€ OPO ters6bd telah m€gimplementa6ikan

SPIP, serta mendokumentasikan penyel€nggaraan SPIP dengan baik.



d. Monitoring dan evaluasi ponyelenggaraan SPIP pada ma6ing- masing OpD

ol€h APIP, khususnya pada OPD yang tetah dijadikan sampot datam

penilaian maturitas SPIP dan telah mengikuti Btmteu asistensi Penyusunan

RTP,

2. Level Kapabilitar APIP

Pada Tahun 2017 lnspektorat Oaerah Kabupaten Purbalingga telah

melakukan Se,, Assassmont Kapabilitar APIP berdalartan lnff,,mal Audfi

Capabi,W,ttode, (lA4ltl) dan tglah dilakukan Penjaminan Kualita6 olEh Tim

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Pebruari 2018 d€ngan

hasil validasi bahwa lnspektorat Daerah Kabupalen Purbalingga berada pada

level 2 (dua), sebagai be.ik,l:

Tabel3.8.

No Elom€n Hasil Penilaian Mandiri

1 Peran dan Layanan

Pengelolaan SDM Level 2

3 Praktik Profesional Level 2

4 Akunlabilitas dan Manajemen Kineoa 
I

Level 2

Budaya dan Hubungan Organisa8r Level 2

6 Level 2

Level 2Simpulan

Pada tanggal 25 Nopember 20'18 lnspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga telah melakukan Sert lssessmorrt K8p€bilita! APIP be.d.larkan

lntemat Au t Capabltlty ortd $A{.nl engan hasrl sebagai benkut:

Tabel 3.9.

No Elsmen Hasil Penilaran Mandin

1 Peran dan Layanan

Pengelolaan SDM

Lev€l 3

Level 3

3 PraKik Profesional Level 3

4 Akuntabil as dan Manajemen Kinerja Level 3

Budaya dan Hubungan Organisasi Level 3

6 StruKur Tata Kslola Level 3

Simpul.n Lov.l 3

Lev6l 2

Struktur Tata Kelola



Sumber: Ha6il Selt Asse66ment Kapabilita6 APIP berdasarkan lntemalAudit

Capaulity Model (IA-CM).

Adapun secara rinci hssil p€nilaian mandiri tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10.

StruKur Tata Kolola

Sumber : Hssil Self Assessment Kspabilitas APIP berdasarkan lntern8l Audit

Capability Model (lA-CM).

Atas hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan Penjaminan

Kualitas/Quarity Assurarce (QA) oleh Tim BPKP PeMakilan Provins Jawa

Tengah pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desembor 2018, namun demikian

sampai derEan saat ini laporan haeil QA oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi

b€lum terbit

Hsmbstsn/kEndala dalam penc€psian indakgtor kinerja ini 8dal8h :

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (Managemant Overs,ghl), dimana

salah satu tujuan dari monagement overs,'ghl adalah adanya

prosesJmekanisme dalam organisasi untuk mengawasi, memberikan aaran

dan mereviu hasil-hasil dai kegialan APIP dalam upaya menguatkan

independensi dan memastlkan lelah dllaksanakannya tindakan yang tepat.

Pelaksanaan managoment oversight dapat dilakukan dengan membentuk

No. Elem€n Ur.len H.Ell Penllaian f,andirl

KPA Pornyataan Terpenuhi Bolum

Terponuhl

1 Peran dan Layanan 2 10 10 0

2 Pengelolaan SDM 't8

17

't8 0

Praktik Profesional l
I

2 '17 0

4 Akuntabililas dan

Manaj€men Kin€rja

3 19 19 0

5 Budaya dan

Hubungan

Organisasi

2 '14 14 0

6 2 13 13 0



Jim ad hoc oleh Bupati yang dapat beranggotakan Sekretaris Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati guna meminta

penjelasan pihak APIP atas beberapa hal yang terkait kineria APIP,

diantaranya penielasan APIP terkait penyelesaian tindak lanlut hasil audit

BPK dan penjetasan APIP terkait belum tersusunnya PKPT Berbasis

Risiko.

2. lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum menyusun Program

Keda Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko disebabkan OPD

belum m€nyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang memual

penilaian risiko dan kegiatan pengendalian atas program/kegistan slrategis

yeng mondukung penc€paian sasaran strategis pomerintah daerah.

3. Perlunya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Prolesional,

untuk memenuhi peran professional auditor intemal dalam melakukan

tugas-tugas assurance dan consufting. Adapun diklausertifi kasi prof66ional

yang dimaksud antara lain:

a. Ceiiliad Forensic Auditor (CFrAl

b. Cotlified Fnud Examinet (CFE)

c. Cedified lntemal Auditot (CIA\

d. Ceiified RisR Management Professiona/ (CRMP)

e. Se(ifikasi AhliAkuntansi Pemerintah (AAP)

f. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

4. Pelaksanaan Telaah Sejawat antar APIP yang dimaksudkan untuk

melakukan penilaian terhadap eflsiensr dan efektivitas organisasi APIP

sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, serta harapan pimpinan

tertinggi organisasi.

Solusi/Langkah - langkah strategis unluk meningkatkan kine4a ke

depannya :

1. Terka dengan pengawasan kinerja APIP oleh Pimpinan (Managemenl

Ovorsightl, berdasarkan saran dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah dapat dilakukan dengan membentuk fim ad hoc oleh Bupati yang



dapat beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan /
atau Staf Ahli Bupati guna meminta penjelasan pihak APIP atas beberapa

halyang terkait kineria APIP.

2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko

yang mendasarkan pada Register Risiko dari masing-masing OPD

disebabkan sebagian besar OPD belum menyusun Rsncana Tindak

Pengendalian (RTP). Dalam rangka penilaian maturitas SPIP, kami telah

melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan RTP secara

bertahap sejak tahun 2014 pade 20 OPD, namun demikian sampai dengan

saat ini baru 5 OPD yang telah menyelesaikan RTP, dan selanjutnya atas

RTP OPD-OPO tersebul untuk kondisi sekarang juga seharusnya sudah

dilakuken reviu karena telah terladi perubahan kelembagasn pada OPD-

OPD tersebut Dalam hal ini kami sangat mengalami kesulitan karena

belum adanya komitmen yang kuat dari pimpinan OPO untuk menyusun

dokumen RTP.

3. Terkait komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi

auditor melalui Se(ifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional

auditor internal dalam melakukan tugas-tugas assLtft)nce dan consulting,

sampai dengan saal ini kami telah memiliki beberapa auditor yang telah

mengikuti diklausertifikasi profesional yaitu:

a. 'l (satu) orang Ced,ified Forcnsic Audilor (CFA)

b. 2 (dua) orang Sertilikasi AhliAkuntansi Pemerintah (AAP)

c. 2 (dua) orang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Seftfikasi-sertifikasi tersebut diperoloh dengan mengikuti program yang

tidak berbayar dari Program State Accountability Revitalization (STAR)

BPKP. Program Gebyar Beasiswa lkatan Akuntan lndonesia (lAl) dan juga

dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut masih sangat

kurang jika dibandingkan dengan jumlah auditor yang ada yailu 22 oang.

Sampai dengan saat ini lnspelitorat Oaerah Kabupaten Purbalingga b€lum

pemah mengirimkan auditor untuk mengikuti diklavsertifi kasi pmfessional



dengan biaya sendiri karena anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

yang ters€dia dalam APBO sebagian b€sar digunakan untuk membiayai

keikutsertaan diklatdiklat wajib bagi para auditor, belum mampu untuk

msmbiayai diklausertifikasi professional yang kebutuhan anggarannya

cukup besar yaitu b€rkisar antara Rp15 juta sampai dengan Rp25 juta per

orang per diklat.

4. Melaksanakan telaah sejawal antar APIP yang dikoordinasikan oleh

lnspektorat Provinsi Ja\fla Tengah selaku Dewan Pimpinan Wilayah

Asosiasi Auditor lntem Pemerintah lndonssia (DPW AAIPI) Provinsi Jawa

Tengah. Sesuai Surat Perintah Tugas Ketua DPW AAIPI Provinsi Jawa

Tengah Nomor: 03/AA|P|-JATENG/TS/2018 tanggal 2 Apnl 2018, Tim

Telaah Sejawat lnspektorat Daersh Kabupaten Purbalngga telah menelaah

lnspektorat Kabupaten Baniamegara pada tanggal 16 sd. 20 April 2018.

Adapun lnspeKorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah ditelaah oleh

lnspoKorat Kabupaten Kebumen pada tanggal 2 sd. 7 Mei 2018. Hasil dari

kegiatan Telaah Sejawat tersebut, lnspektorat Oaerah Kabupaten

Purbalingga mendspat nilai 71,85 dengan predikat Baik.

3. Perr€ntas€ Tindaklsnjut LHP

Berdasarkan Peretursn Menteri Oalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017

tgntang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Ponyolenggaraan Pemerintahan

Oa€rah pasal 19, lnspeHorat Da€rah memantau pelakEanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan dan/alau keputusan

yang dilakukan oleh Pimpinan Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang diporiksa

dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendaSi hasil

pcmeriksaan. Pelaksanaan tindeklanjut hasil pemsriksaan merupakan bagian

dan upaya pcrbaikan manajemcn pamcrintahan dan sctiap pimpinan instansi

bertanggungjawab atas p€laksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam rangka psmantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan,

lngp€ktorat Oaerah tslah mglaksanakan p€mantauan d€ngan cara mengadakan



rapat pamutakhiran iirdak lanjut hasrl pomeriksaan f,er triwulan, melakukan

komunikasi li6an dalam bentuk kunjungan maupun komunlkasi lertulis dalam

benluk capaian atau teguran. Disamprng pemantauan TLHP, lnspeRorat Daerah

juga melaksanakan penatausahaan LHP dan monginvenlarisir temuan,

rokomendasr dsn 6tatu6 tindak lanjut ela6 rekomandaar dalam LHP baik temuen

yang bersifat sdministratif maupun linansial baik secara manual maupun

elektronik (SIMHP). Apabila rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas

oleh obnk, maka slatus tindak lanjut rekomandasi teEebut dinyatakan telah

selesai ditindakianjuti atau status (S) Apabila bukti tindak lanjut baru diterima

sebagian, dan atau obrik telah menyerahkan semua tindal lanjut sesuai iumlah

temuan tetapi setelah dilakukan penelitian masih terdapat kekurangan dokumen

atau bukti dukung tindak lanjut, maka rekomendagi tersebul dinyalakan dalam

proses tindaklanjut atau status (D). Dan jka obrik sama sekali belum

monyampaikan bukti tindak lanjut, mske stalus rokomendasi dinyatakan belum

ditindaklanjuti atau status (B).

Terkait dengan hal tersebut diatas, lnspektorat Daerah bertugas untuk

menelaah dan menelit bukti tindak lanjut dan menentukan apakah tindak lanjut

rekomendagi telah dilakukan gesuai dcngan rekomendasi yang tarmuat dslam

laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Adapun c€paian pomantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil psmsriksaan

intemal (lnspoKorat Daerah Kabupaten Purbalingga) Tahun 2018 adalah

7 4.690/o.

Dalam melakeanakan tugas dan fungsinya, lnspeKorat Daerah

senantiasa dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas

pemeriksaan sebagai kontribusi nyata mewujudkan tata kelola pemerintahan

yarE baik di Kabupaten Purbalngga D"ngan semakin banyaknya harapan dan

tuntutan publik akan terwujudnya good and clean govsmment menjadi tantangan

yang cukup berat bagi lnspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas ke depan

lnspektorat Daerah sebagai otoritas pengawasan di daerah harus bisa

membangun k€percayaan publik, mombenahi diri serla memperbaiki kinerja

pengawEsan dan metodo audit unluk menghadapi perkembangan modu6

penyimpangan yang ssmakin canggih dan terkadang sulit diPerkirakan

(unpredictable).



Adapun hambatan atau ma6alah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi antara lain :

1. Sumber daya Manusia (SDM) belum memadai.

Kekualan personil baik dalam hal kualitat atau kemampuan komp€lensi

yang dimiliki sengst b€rdempak psda keb€rhasilan p€lekaanaaan tuga6 dan

fungsi lnspektorat. Jumlah Audfor sampai dengan akhir Desember 20'18

yang telah berse.tfrflkat baru berjumlah 22 o.ang dan tidak sebanding

dengan jumlah obrik di PuIbalingga yang mencapar 401 obrik temasuk desa

dan sekolah.

Dalam hal komp€tensi pengetahuan yang harus dimiliki oleh SoM

lnspehorat Oa€rah dinilai masih kurang mengingat tantangan dalam

menjalankan psran pongawasan yang semkin linggi 86rta kewajiban dalam

menlalankan kegratan pengawasan sesuai dengan standard audit.

Kondala yang dihadapi dalam p€ningkalan kualitas SDM adalah kurangnya

frekuensi diklat, bimtek dan pelalihan yang diikuti oleh pemeriksa karena

keterbalasan anggaran serta jumlah pemerikea bordasarkan disiplin ilmu

masih belum memenuhi kategori yang memadai.

2. Minimnya sarana dan prasarana

Kondisi sarana den prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas

pgmerikaaan yang dimiliki masih terbalas diantaranya saran penunjsng dan

kantor seperti comMer atau teknologi informatika untuk mBndukung

penatausahaan hasilpengawasan sepeerti belum adanya sistem informa8i

hasil perEawasan intsm yang t€rinlograsi, kendaraan dinas untuk mobilitas

pemeriksaan, ruang penyimpanan arsip yang kurang memadai sehingga

benyak arsip aktif yang tidak teEimpan dengan baik, ruang untuk

pemeriksaan yang hrsifat khusus, peralatan untuk pekerjaan fisik masih

minim.

3. Hambatan ekstermal lainnya.

Hambatan lainnya adanya persepsi negative terhadap pengawasan. Adanya

persepsi beberapa pihak yang merasa lembaga pongawas dimaksudkan

hanya menc€ri-ceri kesalahan mamberikan dampak tethadap kinerla

lnspektorat Daerah Selain u hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut

hasil lemuan p€ngaw8san ysitu kurangnya komitmon obrik torhadap

pelaksanaan tindeklanjut hasil temuan pengawasan sehingga

msmperlambat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.



Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas

pengawasan, lnspektorat Daerah kedepan perlu sec€ra efeklif dan efisien delam

mempergunakan sumber daya yang ada. lnspeklorat Oaerah juga diharapkan

bisa mambangun kepercayaan public seiring dengan perubahan paradigma

p€n9awa6an sebagei conseling partner end qualty assurancs, dimana

lnspektorat daerah tidak hanya melakukan pemeriksaan tetapi lebih

mengulamakan pengawasan prevenlif melalui kegiatan pendampingan, asistensi,

sosialisasi maupun tasilitasi terhadap unit kerja. Hal ini diharapkan bisa

mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas kinerJa unit kerja sesuai

rencans .SehinOga dapat menghilangkan kesan bahwa pengaw8san hanya

terkesan mencari-cari kesalahan.

Disisi lain terus perlu diupayakan p€ningkatan SDM yang memiliki dasar

pengawasan dan kompetensr keilmuan tertentu serta sarana dan pragarana yang

menunjarE. Mengingat jumlah obrik yang cukup banyak dibandingknan dengan

jumlah pemeriksa yang minim, maka penetapan obrik didasarkan pada analisis

resiko serla kebijakan pengawasen setiap tahunnya. Penambahan pengetahuan

dan d8n kotrampilan pemeriksa juga perlu ditingkatkan mengikuti perkembangan

ilmu pcngctahuan dan tlhnologi yang semakin prsat 6erla tuntuian masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, berkualilas, bersih serta

berwbawa dan berpihak pada rakyat. Sedangkan untuk obysk pgmerik8gsn

upaya yang dilakukan adalah mendorong obyek pemeriksaan agar daoat proaktif

dan professional dalam melaksanakan tugas melalui penyelesaian tindak lanjut

hasil p€m€riksaan s€bagai umpan balik, p€doman dan dasar perbaikan kinerja

dimasa yang akan datang.

Sedangkan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rar€ka peningkalan

kapabilitas APIP diantaranya yaitu: menwsun renc€na aksi peningkatan

kapabililas APIP, mclakukan pengembangan komepetensi SDM serta

psmenuhan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan Pengawasan.



A. REALISASI ANGGARAN

Seluruh Pembiayaan kegiatan yang dikelola lnsFEktorat Kabupaten

Purbalingga Tahun 2018 bersumber dari APBD Kabupaten purbalingga dengan

jumlah sebesar Rp. 2.914.n 1.OOO,O0 (Dua milyar Sembilan ratus empat belas juta

tujuh ratus tujuh puluh setu ribu rupiah).

Sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi penggunaan anggaran sebesar

Rp, 2.666.169.058,00 (Dua milyar enam ratus enam puluh detapan juta seratus

enam puluh SBmbilan ribu lima puluh delapan rupiah), atau s€besar 91,y o,/., dati

anggaran yang disediakan.

Adapun realisast pencapaian taget krnorja keuangsn lnsp€horat

Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapaiTahun 2018 untuk setiap program dan

kegiatan dapat drrincr pada tab€l sebagai berikul :

No Program / Kegiatan
Anggaran Realisasi

o/o

(Rp) (Rp)

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

B BELANJALANGSUNG 2.914.77r.000,00 2.668.r69.058,00 91,54

1

Program Penguatan
Xel.mbag.rn Porangkrt
Daorah

825.020.N0,4O 969.i21.tt31,00 92,8E

a
Penyediaan Bahan dan Jasa
Perkantoran.

256.250.000,00 240.876.U1,00 89,29

b R.pat-rapat koordinasi dan
Konsuhasi.

2AO.OOO.N0,00 ,99. 995. 089, 00 85,75

c.
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 219.070.000,00 226 007407,00 96,06

d
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor 69.700.000,00 64.625.0@,@ 99,96

Pendidikan dan Pelatihan
P€gawai

50 000.000,00 45.531.600,00 9S,86

2.

Program Psngawasan
PGnyelenggar.an
Pcmcrintahan dan
Pombanqun!n Daerah

2.089.751 .O(n,(n LaeL133.121 ,00 90,fl,

a
Pengawasan lnternal secara
Berkala dan Penanganan
KasusrlKhusus.

81 3.862.000.00 788.937.545,00 96,94

Tindaklanjul Hasrl Temuan
Pemeriksaan.

343.560.000,00 339.401.217,00 98 7

Tes Uji Laboratorium 1 00.000.000.0o 98.725.000,00 98,73

b
Laporan Pajak-pajak Pribadi
(LP2P) PNS

6.070.000,00 5.060.000,00 83,36

a



d
Penilaian Mandiri
Pelal(8anaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)

28.589.000,00 24.657 .1 7 4.00 86 25

e Fasilitasi Tim saber Punglr 250.000.0o0,00 160.860.965.N u.u
I FasilitasiTP4D 170.000 000,00 140.279.448.00 42,52

h
Peningketan Kapa8itas dan
Kompetensi Pemeriksa l

130 000 000,00 118.879.5@,00 91.45

Peningkatan Kapabilita8
APIP,

61.660.000,00 58. 1 53.500.00 94,3t

Penegakan lr egritas (Zona
lntegritas, WBS, Aksi PPK)

1 1 2. 510.000,00 90.445.772.00 80.39j

Total Bolrn a (A+B)

Jumlah Angglran Klgiatan Tahun 2018
Jumlah Rcsllsari Anggaran Kegi.tan Tahun 2018
Nilai capal.n klnerja sa3aran Tahun 2018
(Baik, Borhslll)

73.5N.000,00 65.733.000.00 89,43

: Rp 2.9tit.771.000,00
: Rp 2.668.169.050,00
| 10004

lmplementasi SPIP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjiP) lnspektorat Daerah Kabupaten

Pu.balingga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

Tahun Anggaran 20'18. Berdasarkan nilai yang telah dilaksanakan pada capatan

kinerJa kegiatan dan sasaran yang telah dicapar menunjukkan bahwa krnerla

lnapektorat Kabupaten Purbalingga bark, namun demikian perlu adanya upaya

berkelanluian dalam rangka peningkatan pelaksanaan lugas pokok dan fungsi

sehubungan dengao perannya sebagaa lembaga pengawasan.

Laporan Akuntabilrtas Kinerja lnstansi Pemerntah Tahun 2018 merupakan

cermrnan c3paian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2018 berdasarkan Rencana

Skategr (Renska) dan Rencana Keria (Renja) yang telah disusun sebelLJmnya LKIIP

disusun berdasarkan laporan kinerja unilunrt kerJa (eselon lll dan lV) yang ada dr

lingkungan lnspektorai Daerah Kabupaten Purbalingga. sehingga laporan rnr

merupakan laporan terintegiasr dan terkonsolidasi (integrated and consolidated repotl)

ierhadap pencapaian kinerje lnspeklorat Daerah Kabupaten Purbalrngga secara

keseluruhen

Dengan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjiP) ini diharapkan akan

dapat bermanfaat khususnya bagi lembaga hspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

sendin dalam memacu peningkatan krnerla dr waktu mendatang serta menladi tolok

ukur bagr pihak-pihak terkail untuk menilai kinerla lnspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga pada umumnya

Purbalingga, Januari 2019

IN T DAERAH
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